


Kebijakan tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual 
Disability Rights Fund (DRF) memiliki pendekatan tanpa toleransi (zero-tolerance) terhadap eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual (sexual exploitation, sexual abuse, and sexual harassment – SEAH), dan ketidaktaatan terhadap kebijakan. DRF bergabung dengan komunitas nirlaba internasional di dalam mendukung dengan tegas prinsip-prinsip utama terkait pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual, yang disebutkan di dalam Buletin tentang Langkah-Langkah Khusus (Bulletin on Special Measures) oleh Sekretaris Jenderal PBB di tahun 2003. Kami percaya bahwa semua orang berhak untuk dapat hidup bebas dari kekerasan seksual dan kami akan berupaya untuk melindungi setiap orang dari kekerasan dan eksploitasi dalam kegiatan operasional DRF dan juga pada mitra kami di tingkat hilir, termasuk di dalamnya para penerima hibah dan sub-kontraktor. Komitmen kami untuk lebih baik memahami, mengintegrasikan dan menangani permasalahan yang saling terkait antara gender, disabilitas dan seksualitas secara lebih jauh telah diklarifikasikan dalam Panduan Gender kami. 
[bookmark: _Hlk48210218][bookmark: _DV_M3]Kebijakan tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PSEAH) (“Kebijakan PSEAH” atau “Kebijakan”) ini telah disetujui oleh Dewan Direksi pada 11 November,  2019 dan direvisi pada 22 Juli, 2020. Dewan Direksi DRF akan mengkaji ulang, melakukan amandemen (jika diperlukan) dan menyetujui ulang kebijakan ini setiap tiga tahun. 
[bookmark: _Hlk48210371][bookmark: _DV_M4]Kebijakan PSEAH berlaku untuk semua personalia kami[footnoteRef:2]1 dan anggota dari badan tata kelola DRF (para direktur, pejabat dan anggota komite dan gugus tugas DRF). Lihat di bawah tentang penerapan Kebijakan ini terhadap para mitra DRF di hilir. Tuduhan atas terjadinya perbuatan yang dilarang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang apakah orang tersebut memiliki status kontrak dengan DRF atau tidak.  [2: 1 Para personalia adalah individu yang bekerja sebagai anggota staf, konsultan, penasihat, mereka yang magang, serta relawan dan lainnya yang dipekerjakan oleh DRF atau yang lainnya yang dilibatkan oleh DRF] 

[bookmark: _DV_M6]Definisi 
1. Eksploitasi seksual: Segala bentuk nyata atau usaha penyalahgunaan kekuasaan terhadap yang rentan, berbeda kekuasaannya, atau kepercayaan untuk tujuan-tujuan seksual. Termasuk di dalamnya mendapatkan keuntungan keuangan, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. 
2. Kekerasan seksual: gangguan fisik yang sebenarnya atau berupa ancaman yang bersifat seksual, baik dengan paksaan atau dalam kondisi yang tidak setara atau memaksa. Termasuk juga pelanggaran seksual antara lain adalah, tapi tidak terbatas pada: percobaan pemerkosaan (termasuk di dalamnya mencoba memaksa seseorang melakukan seks oral); dan serangan seksual (termasuk di dalamnya ciuman dan sentuhan yang tanpa izin). Semua kegiatan seksual dengan seseorang di bawah usia dewasa (yang dapat memberikan izin) di wilayah hukum tempat di mana kegiatan itu terjadi akan dianggap sebagai kekerasan seksual. 
3. Pelecehan seksual: Seseorang yang melecehkan secara seksual orang lain jika orang tersebut melakukan pendekatan seksual yang tidak dikehendaki atau permintaan bantuan seksual yang tidak dikehendaki, atau terlibat di dalam tindakan bersifat seksual yang tidak dikehendaki, dalam keadaan di mana seseorang yang berakal sehat, dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang ada, akan mengantisipasi adanya kemungkinan orang lain tersebut akan tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi.  Pelecehan seksual bisa dalam berbagai bentuk. Bisa berbentuk nyata atau tidak langsung, fisik atau verbal, berulang atau sekali saja, dan dilakukan oleh siapa saja dari gender mana pun terhadap siapa saja dari gender mana pun. Pelecehan seksual bisa dilakukan terhadap penerima manfaat, anggota komunitas, warga negara, serta juga para staf dan personalia. Ini bisa termasuk perlakuan yang mengganggu pekerjaan, sebagai persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan, atau menciptakan sebuah lingkungan yang mengintimidasi, tidak bersahabat atau menyinggung. 
4. Pelanggaran seksual: Untuk tujuan kebijakan ini, istilah ini mengacu pada tindakan-tindakan eksploitasi, kekerasan atau pelecehan seksual seperti yang didefinisikan di atas. Termasuk pelanggaran seksual adalah perundungan. Pelanggaran seksual dapat dilakukan secara tatap muka atau jarak jauh, termasuk, dan tidak terbatas pada, melalui telepon, surat elektronik dan media sosial.
[bookmark: _DV_M8]Komitmen Kami 
[bookmark: _DV_M9]Semua tuduhan pelanggaran seksual akan diselidiki dan ditindaklanjuti dengan adil dan sesuai dengan kebijakan dan proses yang ada di DRF. 
[bookmark: _Hlk48212646]Prinsip-Prinsip untuk penyelidikan dan tindakan
[bookmark: _Hlk48212672]Kami akan mematuhi prinsip-prinsip berikut ini di dalam mempelajari tuduhan-tuduhan SEAH:
· [bookmark: _Hlk48212716]Mengakui pentingnya pendekatan berpusat pada penyintas. 
· Mendengar dan menghargai suara penyandang disabilitas.
· Berdasarkan komitmen DRF untuk menghormati hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Kebijakan ini terkait dengan standar-standar HAM internasional yang diakui secara internasional seperti yang terdapat di dalam instrumen-instrumen HAM yang diakui secara internasional dan regional. 
· [bookmark: _Hlk48212743]Memperlakukan korban / penyintas dengan rasa hormat, memberikan mereka informasi yang menyeluruh, dan melibatkan mereka di dalam pengambilan keputusan. 
· [bookmark: _Hlk48212760]Menerapkan perlindungan SEAH dengan cara-cara yang peka budaya tapi tanpa kemudian membenarkan tindakan-tindakan yang membahayakan.
· Mengakui ketidaksetaraan berdasarkan identitas bersilangan termasuk antara lain pembedaan antara pekerja / penerima manfaat; abilitas / disabilitas; status etnis dan masyarakat adat; agama; usia; kesehatan; dan kemiskinan dapat meningkatkan risiko SEAH. 
· Lebih jauh lagi mengakui bahwa, seperti tercatat di dalam Panduan Gender DRF,  persilangan gender dan orientasi seksual dengan bentuk ketidaksetaraan lainnya dapat meningkatkan kemungkinan SEAH terjadi.

Langkah-Langkah menuju komitmen
Untuk memenuhi komitmen kami, DRF telah mengambil langkah atau akan mengambil langkah-langkah internal sebagai berikut: 
· Menunjuk pengawasan usaha-usaha, kebijakan-kebijakan dan protokol-protokolnya kepada Wakil Direktur untuk memonitor keefektifan, perkembangan laporan dan peningkatan usaha untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran seksual yang muncul di dalam kegiatan pekerjaan kami.
· Wakil Direktur akan melaporkan kecemasan-kecemasan, permasalahan-permasalahan atau perkembangan yang muncul melalui pengawasan reguler kepada Direktur Eksekutif, yang akan melaporkan ini kepada Dewan Pimpinan dan para donor DRF berdasarkan petunjuk pelaporan mereka, dan Wakil Direktur akan melakukannya sendiri ketika Direktur Eksekutif berhalangan.  Berdasarkan kepantasan yang berlaku, Wakil Direktur akan menyampaikan kecemasan-kecemasan, permasalahan-permasalahan dan perkembangan yang ada kepada Tim Manajemen.
· Menyelidiki semua pelanggaran seksual terhadap personalia DRF secara adil dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan proses yang ada di DRF. Penyelidikan akan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari mereka berikut ini: Direktur Eksekutif, Wakil Direktur, Komite Dewan Pimpinan DRF, untuk memastikan proses yang adil sesuai dengan kemampuan terbaik DRF. Silakan mengacu kepada Buku Manual Pegawai dan / atau Konsultan, berdasarkan yang mana yang berlaku. 
· Menindaklanjuti temuan penyelidikan dan memastikan pembelajaran yang didapatkan digunakan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik yang ada. 
· Tidak dengan sengaja melibatkan siapa pun yang bisa menimbulkan risiko yang tidak bisa diterima kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
· Menggunakan proses perekrutan dan penyaringan yang efektif untuk semua personalia, termasuk melakukan pemeriksaan latar belakang kejahatan yang mengikuti persyaratan hukum lokal, memberikan pertanyaan wawancara yang tersasar, dan melakukan pemeriksaan referensi secara verbal.
· Mempersyaratkan semua personalia untuk membaca Kebijakan tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual ini (PSEAH Policy) ketika mereka dipekerjakan, bersama dengan kebijakan-kebijakan terkait yang disebutkan di bawah, dan menaatinya.
· Mempersyaratkan semua personalia untuk menandatangani Kode Etika PSEAH (di bawah) ketika dikerjakan dan setiap tahunnya.
· Menyediakan pelatihan yang konsisten dan teratur tentang topik terkait dengan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PSEAH) kepada semua personalia DRF. 
· Menyediakan dukungan sesuai dengan kepantasan dan kelayakan kepada personalia DRF yang menjadi korban atau terkena dampak dari situasi eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual. 
· Dewan direksi DRF akan mengkaji ulang, melakukan perubahan (sesuai kebutuhan), dan menyetujui ulang kebijakan ini setiap tiga tahun sekali.  
Untuk memenuhi komitmen ini, DRF juga telah mengambil atau akan mengambil langkah-langkah berikut ini yang diterapkan ke hilir kepada para mitra: 
· Memasukkan persyaratan Kebijakan PSEAH ini di dalam persetujuan kontrak dan hibah.
· Menyediakan informasi dan sumber daya tentang PSEAH kepada semua mitra DRF di hilir.  
· Mempersyaratkan semua mitra kami di hilir untuk memiliki atau mengembangkan kebijakan dan protokol PSEAH yang memadai. Direktur Manajemen Hibah kami akan memonitor agar hal ini dilakukan. 
· Memasukkan PSEAH di dalam penilaian risiko DRF dan memonitor usaha-usaha, dan pada semua aspek dari hubungan kami dengan para mitra di hilir, termasuk di dalam perjanjian hibah dan kontrak, permohonan hibah atau pengkajian ulang pengadaan hibah, pemonitoran hibah dan persyaratan-persyaratan pelaporannya.
· Melakukan audit secara teratur tentang apakah para mitra di hilir memiliki kebijakan, protokol dan/atau pelatihan staf tentang PSEAH. Melakukan monitor dan melakukan tindak lanjut jika terjadi kesenjangan.
· Memberikan penegasan yang jelas jika kami mengharapkan pelaporan atas setiap tuduhan atau kejadian dalam waktu dua hari serta pelaporan segala bentuk pelanggaran kebijakan dalam waktu lima hari (lihat “Prosedur Pelaporan bagi Mitra di Hilir dan Para Pelaku Eksternal Lainnya” di bawah). 
· Melakukan penyelidikan atas semua bentuk tuduhan pelanggaran seksual yang melibatkan para mitra DRF di hilir dengan cara yang tepat waktu dan profesional dan memastikan proses yang adil sesuai dengan kemampuan terbaik DRF.  Jika memang sesuai dengan ketentuan hukum di tempat di mana hal tersebut terjadi, dan jika memang sesuai yang diinginkan oleh para korban, penyintas dan pelapor pelanggaran, maka pelibatan otoritas penegak hukum lokal bisa dilakukan. 
· Menindaki temuan-temuan penyelidikan dan memastikan pembelajaran yang didapatkan digunakan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik yang ada.
· Ketika muncul adanya tuduhan, sebelum pendanaan yang baru diberikan atau kontrak yang baru dibuat, dikonfirmasikan terlebih dahulu bahwa mitra di hilir telah bertindak atau sedang bertindak sesuai dengan Kebijakan PSEAH DRF atau milik mereka sendiri untuk melaporkan dan mendisiplinkan terduga pelaku, atau menerapkan sebuah kebijakan yang memadai dan akan menaati kebijakan tersebut.
· Membuat mitra di hilir paham bahwa segala bentuk hibah atau kontrak yang dilakukan DRF bisa menjadi subyek untuk ditunda atau ditarik kembali jika DRF menentukan bahwa sang mitra tidak sepenuhnya menaati Kebijakan PSEAH DRF atau langkah-langkah yang disebutkan di atas. Untuk situasi yang melibatkan anak-anak, silakan mengacu kepada Kebijakan Perlindungan Anak DRF.
Mekanisme Keluhan Internal
Personalia DRF yang percaya bahwa ia telah menjadi korban atau tindakan yang terlarang bisa mencari penyelesaiannya melalui proses informal atau pun formal, seperti dijelaskan di bawah ini. Proses yang dijelaskan di dalam Kebijakan ini tidak menjadi hal wajib atau diurutkan berdasarkan skala prioritas. Usaha untuk melakukan penyelesaian secara informal yang tidak berhasil tidak kemudian membuat pelaporan secara formal tidak dilakukan. 
[bookmark: _Hlk48211955]Sekedar ungkapan ketidaksepakatan, peringatan, kritik atau ungkapan lainnya yang serupa terkait dengan kinerja, tindak-tanduk, atau permasalahan yang terkait pekerjaan di dalam hubungan pengawasan secara biasa tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran seksual di dalam pengertian Kebijakan ini. Untuk tindakan yang tidak tercakup di dalam Kebijakan ini, silakan mengacu ke Kebijakan Keluhan DRF. 
Mekanisme Keluhan Informal Internal
Mendekati terduga pelaku: Individu yang terkena dampak dapat, atas dasar keinginan sendiri, jika merasa nyaman melakukannya, mendekati terduga pelaku secara langsung dan meminta agar dugaan perilaku tersebut untuk dihentikan. 
Intervensi manajerial: Individu yang terkena dampak dapat mengangkat permasalahan ini kepada penyelia mereka jika keadaan memungkinkan dan mereka merasa nyaman melakukannya. Para manajer harus memberikan nasihat, bantuan SDM, dan/atau informasi dengan cara yang tepat waktu, sensitif dan tidak berpihak terkait dengan ketersediaan nasihat, bantuan atau opsi lainnya yang tersedia berdasarkan Kebijakan ini, dan melaporkan keluhan internal ini kepada Wakil Direktur dan/atau Direktur Eksekutif agar pihak manajemen senior menyadarinya. Para manajer harus menerapkan langkah-langkah perlindungan yang tersedia. Jika seorang manajer tidak bisa melakukan peran ini karena alasan apa pun juga, maka sang manajer harus berkonsultasi dengan Wakil Direktur dan/atau Direktur Eksekutif untuk menentukan langkah-langkah alternatif. 
Mekanisme Keluhan Formal Internal 
[bookmark: _DV_M27][bookmark: _DV_M28][bookmark: _DV_M29][bookmark: _DV_M30][bookmark: _DV_M31][bookmark: _DV_M32][bookmark: _DV_M33][bookmark: _DV_M34][bookmark: _DV_M35][bookmark: _DV_M36][bookmark: _DV_M37][bookmark: _DV_M38][bookmark: _DV_M39][bookmark: _DV_M40][bookmark: _DV_M24][bookmark: _DV_M25][bookmark: _DV_M41]Personalia DRF bisa mengajukan keluhan resmi atas terjadinya perilaku yang terlarang. Laporan harus diserahkan kepada Wakil Direktur, Direktur Eksekutif dan Komite Dewan Direksi DRF.  Tidak ada tenggat waktu untuk menyampaikan keluhan formal, tetap kami menyarankan agar semua laporan dilakukan dalam waktu 24 jam sejak hal tersebut disadari kejadiannya. Laporan oleh seseorang yang mengajukan keluhan dan bisa diidentifikasi sedini mungkin setelah tuduhan kejadian (-kejadian) dugaan perilaku yang dilarang sangatlah disarankan karena anonimitas dan waktu yang berlalu bisa menghasilkan tantangan tersendiri di dalam melakukan penyelidikan dan menghasilkan penyelesaian yang efektif. 
Dalam hal kasus dugaan atau kecurigaan pelanggaran seksual oleh individu dari DRF, Wakil Direktur, Direktur Eksekutif, dan / atau anggota Dewan dan Komite Eksekutif DRF akan menyelidiki hal tersebut dan menentukan tindakan terbaik untuk dilakukan. Hingga penyelidikan selesai, DRF akan mengikuti prosedur disiplin yang telah dijabarkan di dalam Buku Pegangan Pegawai, dan / atau Buku Pegangan Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Konsultan. Jika tuduhan yang diberikan merupakan sebuah pelanggaran pidana berdasarkan perundang-undangan di tempat kejadian tersebut, maka kasus dapat diajukan ke pihak kepolisian. 
Prosedur Pelaporan bagi Mitra di Hilir dan Pelaku Eksternal Lainnya

Setiap mitra di hilir harus terikat oleh Kebijakan PSEAH DRF ini dan akan dipersyaratkan untuk menunjukkan bahwa sang mitra telah mengadopsi atau dalam proses melakukan pengadopsian serta menjalankan kebijakan PSEAH yang memadai yang konsisten dengan Kebijakan PSEAH DRF.  Setiap mitra di hilir akan dipersyaratkan untuk melaporkan semua bentuk tuduhan atau kejadian kepada DRF dalam waktu dua hari.
 
Laporan keluhan dari mitra di hilir atau dari pelaku eksternal lainnya harus berfokus kepada: sifat dari kecemasan tersebut dan detail informasi kejadian yang disaksikan atau yang diberitahukan kepada mereka. Laporan tentang pelecehan atau eksploitasi individu harus berdasarkan seperti pada Kebijakan Perlindungan Anak DRF. Sang pelapor harus membuat catatan tentang waktu ketika kejadian terjadi atau disampaikan, dengan mencatat apa yang dikatakan orang tersebut dengan menggunakan kata-kata atau frasa-frasa ia sendiri atau mencatat apa yang disaksikan. Laporan harus dilakukan ke concerns@disabilityrightsfund.org, yang dimonitor oleh Direktur Eksekutif, Wakil Direktur dan Dewan Komite Eksekutif. Laporan juga bisa dilakukan ke compliance@disabilityrightsfund.org, yang hanya dimonitor oleh Komite Eksekutif. 

Laporan dapat memasukkan detail informasi sebagai berikut: 
· Nama dari terduga korban
· Alamat dan / atau lokasi keberadaan sekarang dari terduga korban
· Nama dari terduga pelaku
· Informasi kejadian, termasuk tanggal / waktu kejadian; tempat kejadian
· Jenis pelanggaran yang dituduhkan
· Pengamatan sang pelapor; pernyataan dari terduga korban
· Orang-orang lain yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran ini  
· Jika relevan, anggota keluarga atau orang yang bertanggungjawab atas kesejahteraan dari terduga korban
· Nama pihak yang melaporkan
· Tandatangan orang yang menuliskan laporan dan tanggal laporan
· JANGAN MEMBUAT CATATAN DI DEPAN ANAK YANG MENCERITAKAN SEBUAH KEJADIAN.

Dalam hal kasus dugaan atau kecurigaan pelanggaran seksual yang dilakukan oleh individu dari luar DRF, Wakil Direktur, Direktur Eksekutif dan / atau Komite Eksekutif DRF akan menyelidiki hal tersebut dan menentukan tindakan terbaik untuk dilakukan.

Pelaporan donor dan regulator
DRF dipersyaratkan untuk berbagi detail tuduhan kekerasan dengan organisasi-organisasi eksternal tertentu seperti organisasi donor dan badan-badan regulator. Silakan mengacu ke Protokol Pengamanan tentang bagaimana untuk membuat laporan.

Kerahasiaan
[bookmark: _DV_M42]Dalam semua hal yang terkait yang menjadi bagian dari Kebijakan ini, sangatlah penting untuk menghormati perlunya kerahasiaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan dari semua korban / penyintas pelanggaran seksual dan mereka yang melaporkan kejadian pelanggaran seksual ini. Ini bisa termasuk tidak dapat memberikan tanggapan terhadap yang mengajukan keluhan selain dari memberikan pernyataan/pengakuan telah menerima laporan. Dalam keadaan tertentu, kegagalan menjaga kerahasiaan bisa memberikan dampak yang menghancurkan terhadap kehidupan para korban dan penyintas pelanggaran seksual dan bisa berakibat pada dampak yang serius terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran seksual tersebut.

[bookmark: _DV_M43]Dokumen-Dokumen Terkait

Kebijakan Perlindungan Anak
Kode Etik

Buku Pegangan Pegawai
Panduan Gender
Kebijakan Pengaduan
Kebijakan Pelaporan Dugaan Kekerasan / Pelecehan terhadap Individu (Kebijakan Pelaporan Pelecehan)
Buku Pegangan Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Konsultan Program
Protokol Pengamanan
Pertanyaan paling sering Ditanyakan Relawan / Pegawai Magang
Kebijakan Perlindungan Pelapor Pelanggaran



Kode Etik
Kebijakan tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual
[bookmark: _DV_M44]
Semua personalia akan dipersyaratkan untuk menandatangani “Kode Etik Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PSEAH) (di bawah) ketika pertama kali dilibatkan DRF dan setiap tahun setelahnya.

[bookmark: _DV_M45]Saya, ___________________ [masukkan nama], mengakui bahwa Saya telah membaca dan memahami Kebijakan tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PSEAH) dari Disability Rights Fund, dan menyetujui bahwa di dalam hubungan saya dengan DRF, saya harus: 

· Memperlakukan semua orang di tempat kerja dengan kesopanan dan rasa hormat dan menunjukkan komitmen saya untuk mencegah dan menanggapi perilaku yang dilarang. 
· Memperlakukan semua individu dengan hormat tanpa memandang ras; warna kulit; jenis kelamin; orientasi seksual; identitas gender; bahasa; usia; agama; pendapat politik atau lainnya; kebangsaan, asal usul etnis atau sosial; disabilitas; atau status lainnya.
· [bookmark: _DV_M47]Tidak menggunakan Bahasa atau perilaku kepada seseorang yang bersifat melecehkan, kekerasan, provokatif secara seksual atau merendahkan. 
· [bookmark: _DV_M48]Menjaga dari segala bentuk pelanggaran seksual, termasuk perundungan.
· Mengikuti pelatihan wajib dan menghadiri peluang-peluang pelatihan lainnya sejauh dimungkinkan. 
· Membuat diri saya familier dengan kebijakan ini dan kebijakan-kebijakan serta sumber daya lainnya yang terkait, termasuk Kebijakan Perlindungan Anak, Kebijakan Laporan Kekerasan / Pelecehan, dan Kebijakan Pelapor Pelanggaran. 
[bookmark: _DV_M63]
Saya memahami bahwa tanggung jawab ada di tangan saya, sebagai orang yang dilibatkan oleh Disability Rights Fund, untuk menggunakan akal sehat dan menghindari tindakan atau perilaku yang dapat dianggap sebagai pelanggaran seksual ketika melaksanakan kegiatan kami.  Saya memahami bahwa segala bentuk pelanggaran Kode Etik ini tidak akan ditolerir oleh organisasi dan akan bisa berdampak pada tindakan pendisiplinan, termasuk juga pemecatan dari posisi saya.


[bookmark: _DV_M64]Nama Huruf Cetak
[bookmark: _DV_M65]Tanda Tangan
[bookmark: _DV_M66]Tanggal
